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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt 
collector dan untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum 
dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh debt collector di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dengan memilih tempat 
penelitian Polrestabes Makassar, Polsekta Panakukang Makassar, dan 
kepada debt collector di Kota Makassar. Data diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner 
dan dokumen.   
 
Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di Kota 
Makassar ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya 
tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur 
mengenai tata cara penagihan utang oleh pihak ketiga, dan kurangnya 
pengetahuan hukum debt collector dan debitur itu sendiri. Selanjutnya 
adapun upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt 
collector khususnya di Polrestabes Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang 
pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum 
terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan 
cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi 
yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan 
bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu 
untuk mempertanahankan barang yang ingin disita, dan yang terahir 
upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak 
pidana yang dilakukan oleh debt collector baik dari laporan korban 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini secara tegas disebut 
dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Negara Hukum mansyaratkan agar hukum ditegakkan, tanpa 
memandang tingkatan sosial artinya segala perbuatan baik oleh warga 
masyarakat maupun penguasa negara semua harus didasarkan pada 
hukum dengan kata lain semua tampak sama di mata hukum. Setiap 
warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan 
wajib menjunjung tinggi hukum tersebut. 
Sebagai konsekuensi negara hukum maka segala hubungan orang 
dengan orang , hubungan orang dengan masyarakat atau dengan badan 
atau lembaga negara selalu diatur dan dikuasai oleh hukum. Hal ini agar 
tercipta ketertiban dan keamanan. 
Ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, di dalamnya 
hak asasi manusia pun dijamin dan terjaminnya pelaksanaan hak asasi 
manusia. Namun demikian, telah merupakan suatu kenyataan bahwa 
suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-
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perubahan. Hal ini diperjelas lagi dengan sifat alami manusia yaitu tidak 
bias hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan ini, kehidupan manusia 
adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu 
saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling 
mengatur selama kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai. 
Manusia dalam kebutuhan hidupnya membutuhkan jaminan berupa 
keamanan untuk hidup tentram dan damai. Jaminan itu sedemikian rupa 
harus diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati oleh anggota 
masyarakat. Hukum pidana sebagai kaidah-kaidah yang memberi 
petunjuk hidup yang memaksa orang berkelakuan untuk tercapainya tata 
tertib dalam masyarakat dengan ancaman berupa sanksi bagi yang tidak 
menaatinya. 
Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa 
masyarakat dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan 
kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat kearah yang 
konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam 
menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor 
yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan 
pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu 
diantaranya adalah penganiayaan. 
Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan 
masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras manusia 
3 
 
menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula 
ia tetap diperhadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya 
penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang 
tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial 
tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya 
kepentingan seseorang untuk bertindak. 
Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang 
lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum 
termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu 
adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, 
dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat. 
Salah satu bentuk kepentingan yang sering kali menjadi titik awal 
terjadinya kejahatan kekerasan atau penganiayaan adalah masalah di 
bidang perbankan. Memang ada peraturan perundang-undangan yang 
memungkinkan untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. 
Hal tersebut diatur dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
(“PBI”) jo SE BI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (“SEBI”) 
akan tetapi kreditur harus menjamin bahwa cara-cara penagihan yang 
dilakukan oleh pihak lain itu tidak melanggar hukum. 
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Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan 
oleh debt collector ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma 
hukum yang ada dan perlu diadakan upaya-upaya penanggulangannya 
agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga 
tidak meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Makassar. 
Atas dasar pemikiran diataslah yang melatarbelakangi penulis 
untuk meneliti dan mengkaji masalah kejahatan kekerasan dan 
penganiayaan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : 
Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan 
Oleh Debt Collector di Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 
dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan 
yang dilakukan oleh debt collector  di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi 
dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
debt collector di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector  di Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum dalam 
mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh debt collector di Kota Makassar.. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para akademisi dalam praktek 
belajar dan mengajar demi membangun keilmuan hukum yang 
lebih maju. 
2. Untuk dijadikan bahan acuan bagi para praktisi hukum dalam 













1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari kata “Crime” yang 
berarti kejahatan dan “Logos” artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian 
kriminologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang 
kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P/ Topinard, 
seoranag arjana Perancis, pada akhir abad ke Sembilan belas. 
Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan 
hukum pidana. Dimana diantara ilmu kiminologi dan hukum pidana 
memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. 
Hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilaran, 
sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi 
kejahatan. 
Adapun beberapa defenisi-defenisi tentang pengertian serta 
pemahaman para kriminolog tentang pengertian kriminologi, antara lain: 
a. Sutherland  
Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian 
dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (W.M.E Noach, 1992:7). 
Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang - undang, 
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pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi 
terhadap pelanggaran itu. 
b. Bonger  
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya (Topo Santoso, 2001:9). 
c. Constant  
Ilmu pengetahuan empiris, yang bertujuan menentukan faktor-faktor 
yang enyebabkan terjadinya perbuaan jahat dan penjahat (W.M.E Noach, 
1992:8). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor social dan ekonomi 
maupun fakor-faktor individual dan psikologi. 
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek 
krimianlitas terletak diantara ilmu-ilmu pengetahua lain yang juga sibuk 
membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting 
yang dimaksudkan yaitu ilu ukum pidana, sosiogi, dan psikologi, yang 
semuanya saling berhubungan, dan bersama dengan kriminologi 
dipayungi sebagian oleh etika. Disamping itu kriminologi menggunakan 
sedikit banyak hasil-hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Tetapi 
hubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu bersifat sepihak. Sebaiknya, 
terhadap ilmu hukum pidana, sosiologi, psikologi, dan etika dapat 
dikatakan hubungan timbal balik, dalam arti, bahwa kriminologi ada 
kalanya menggunakan hasil-hasil dari ilmi-ilmu tersebut, dan ada kalanya 
juga memberikan hasil-hasilnya sendiri kepada ilmu-ilmu tadi. 
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Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, 
yang dimana tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya orang 
melakukan kejahatan, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu 
adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya 
baik keadaan sosiologis maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar 
orang tidak berbuat demikian lagi dan mengdakan pencegahan disamping 
pemidanaan. 
Ilmu kriminologi tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran 
atau kejahatan. Jadi semua pelanggaran jika dikaji dalam ilmu kriminologi 
disamakan dengan tindak kejahatan. Dengan ini penulis merasa perlunya 
turut memberikan penjelasan mengenai kejahatan. 
Kejahatan menurut tata bahasa merupakan perbuata atau tindakan 
yang jahat seperti yang lazim orang ketaui atau dengarkan. 
Bonger memberikan definisi bahwa kejahatan adalah perbuatan 
anti social yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara berupa 
pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-
rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan 
(http://nasrullaheksplorer.blogspot.com diakses 23 Oktober 2013). 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat 
merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah 
diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut. Penerapan aturan dalam 
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hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif mayarakat atas 
suatu kejehatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang 
pidana. Meski tidak sepenenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan 
oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis. 
Ruang lingkup kriminologi yaitu krimnologi dapat menjelaskan 
faktor-faktor atau aspek-aspek  yang terkait dengan kehadiran kejahatan 
dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut 
A.S Alam (2010:2-3) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws), 
yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah : 
1) Definisi kejahatan; 
2) Unsur-unsur kejahatan; 
3) Relativitas pengertian kejahatan; 
4) Penggolongan kejahatan; 
5) Statistik kejahatan. 
b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), yang dibahas dalam etiologi 
criminal adalah : 
1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi; 
2) Teori-teori kriminilogi; 
3) Berbagai perspektif kriminologi. 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
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ukum berupa tindakan represiftetapi juga reaksi terhadap “calon” 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap 
“calon” pelanggar hokum berupa upaya – upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention), yang dibahas dalam bagian ini adalah 
perlakuan terhadap pelanggaran – pelanggaran hukum adalah : 
1) Teori – teori penghukuman; 
2) Upaya – upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa tindakan 
pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 
 
2. Teori Sebab – Sebab Kejahatan  dalam Kriminologi 
Masalah sebab – sebab kejahatan selalu merupakan persoalan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. 
Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa 
resiko yang lebih besar  atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang 
tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
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Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor 
lingkungan apa dan bagaimana yang menjadi sebab yang pasti daripada 
terjadinya kejahatan, kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan 
untuk dengan tegas menentukan sebab – sebab orang melakukan 
pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan 
kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan 
penyusunan teori. 
 Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian (Romli  
Atmasasmita, 1992 : 71) : 
a. Titik pandang secara makro (macrotheories) 
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari 
segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan 
pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomi dan teori konflik. 
b. Titik pandang secara mikro (microtheories) 
Titik  pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang 
atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa 
didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan 





c. Bridging theories 
Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat.  
Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian ( A.S Alam, 2010 : 47- 61) :  
a. Teori Anomie (Ketiadaan Norma) 
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan 
teori ini yaitu : 
1) Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu 
sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan  norma, bahkan seringkali 
terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu 
tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian 
sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari 
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individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa 
suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat 
modern, maka kedekatan (intimacy)  yang diperlukan untuk melanjutkan 
seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) juga akan 
merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta 
harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan 
individu lainnnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak 
mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga 
masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi. 
2) Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan 
struktur dalam masyarakat (social structure). Pada dasarnya semua 
individu memiki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, 
namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka 
memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan 
yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (social mobility) 
membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
3) Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori 
ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan 
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sosial (social forces) dimasyarakat.  Penyimpangan budaya memandang 
kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). 
Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan 
tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori 
penyimpangan budaya : 
a) Social disorganization; 
b) Differential association; 
c) Cultural conflict. 
Social disorganization theory  memfokusan pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan 
Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara social, dimana nilai -nilai 
dan tradisi konvensioanal tidak transmisikin dari satu generasi kegenerasi 
lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan 
sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan 
budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah 
ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang 
bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam 
pergaulan yang bebas juga. 
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Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh 
karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap 
antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal. Sementara  culture conflict 
theory memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan 
yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (conduct norms), dan 
disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku 
kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut. 
4) Teori kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang 
taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tangah maraknya kejahatan 
yang terjadi  dimasyarakat?. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial 
memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial 
yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. 
Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku 
masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan 
masyarakat. 
Tiga  perspektif  Teori  Kejahatan  (Topo  Santoso  dan  Eva  
Achjani  Ulfa, 2001: 35), yaitu : 
a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis  
1) Cesare Lombroso (1835-1909) 
Kriminologi  beralih  secara  permanen  dari filosofi abstrak  tentang 
penanggulangan kejahatan  melalui  legislasi menuju  suatu studi  modern 
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penyelidikan  mengenai  sebab-  sebab  kejahatan. Ajaran  Lambroso 
mengenai  kejahatan adalah  bahwa  penjahat mewakili suatu  tipe 
keanehan/keganjilanfisik,  yang berbeda dengan  non-  kriminal.  
Lambroso mengklaim  bahwa  para  penjahat mewakili  suatu  bentuk  
kemerosotan yang termanifestasi dalam  karakter  fisik  yang 
merefleksikan  suatu  bentuk awal dan evolusi. 
Teori    Lambroso    (Topo    Santoso, 2001:37) tentang  born  
criminal (penjahat  yang dilahirkan) menyatakan  bahwa “para    penjahat    
adalah suatu    bentuk    yang lebih    rendah dalam  kehidupan,  lebih  
mendekati nenek  moyang  mereka yang    mirip    kera    dalam    hal    
sifat    bawaan dan watak dibanding  mereka  yang bukan  penjahat.”  
Mereka  dapat dibedakan  dari  non-kriminal  melalui beberapa  atavistic 
stigmata–  ciri-ciri fisik  dari  makhluk  pada  tahap  awal perkembangan,  
sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. 
Lambroso  (Topo Santoso,  2001:37)  beralasan bahwa seringkali  
para penjahat  memiliki  rahang  yang  besar  dan gigi  taring   yang kuat,   
suatu sifat   yang pada   umumnya dimiliki  makhluk  carnivora yang  
merobek  dan melahap daging  mentah.  Jangkauan/rentang lengan  
bawah  dari para penjahat  sering  lebih  besar  dibanding tinggi  mereka, 
sebagaimana  dimiliki kera  yang menggunakan  tangan mereka untuk 




2) Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri (Topo  Santoso, 2001:39)  berpendapat bahwa kejahatan  
dapat dijelaskan  melalui  studi pengaruh-  pengaruh  interaktif  di antara  
faktor-faktor  fisik  (seperti  ras, geografis,    serta    temperatur),    dan 
faktor-faktor    sosial (seperti  umur, jenis kelamin,  variabel-variabel 
psikologis). Dia  juga berpendapat bahwa  kejahatan dapat  dikontrol atau 
diatasi dengan    perubahan-perubahan    soaial,    misalnya subsidi  
perunahan, kontrol  kelahiran,  kebebasan  menikah dan bercerai, fasilitas 
rekreasi dan sebagainya. 
3) Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri    akar tingkah    laku    kejahatan bukan  
kepada bentuk-bentuk  fisik,  tetapi  kepada  kesamaan psikologis  yang 
dia  sebut sebagai  moral anomalies  (keganjilan-keganjilan  moral).  
Menurut  teori ini, kejahatan- kejahatan  alamiah  (natural  crimes)  
ditemukan  di dalam seluruh masyarakat manusia,  tidak  peduli 
pandangan pembuat  hukum,  dan tidak ada  masyarakat yang beradab 
dapat  mengabaikannya.  Kejahatan demikian,  mengganggu sentimen-
sentimen  moral  dasar  dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang 
lain). 
4) Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring  (Topo  Santoso,  2001:41)  menyimpulkan bahwa “tidak  
ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para  penjahat dengan  non 
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penjahat kecuali  dalam hal  tinggi dan  berat  tubuh.” Para  penjahat  
didapati lebih  kecil  dan ramping.  Goring menafsirkan  temuannya  ini  
sebagai penegasan  dari hipotesanya  bahwa  para  penjahat  secara 
biologis  lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik 
penjahat. 
b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis  
1) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow  
Yochelson  dan Samenow  mengidentifikasi  sebanyak 52  pola  
berpikir yang  umumnya ada  pada  penjaha  yang mereka  teliti.  
Keduanya  berpendapat  bahwa para penjahat adalah  orang  yang 
marah,  yang merasa  suatu  sense superioritas,  menyangka  tidak  
bertanggungjawab atas tindakan    yang mereka    ambil, dan mempunyai  
harga    diri yang sangat  melambung. Tiap  dia  merasa  ada  satu 
serangan  terhadap  harga dirinya,  ia  akan memberi reaksi yang sangat 
kuat, sering berupa kekerasan. 
2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 
Teori    psikoanalisa    dan Sigmund    Freud, ada tiga prinsip  
dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu : 
a) Tindakan dan  tingkah  laku  orang  dewasa  dapat dipahami  
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; 
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b) Tingkah  laku  dan motif-motif bawah  sadar  adalah jalin-menjalin,  
dan interaksi itu  mesti diuraikan  bila  kita ingin mengerti 
kesalahan; 
c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis  
Teori   Sosiologi   ini    berbeda   dengan   teori-teori   perspektif 
Biologis   dan Psikologis,   teori   sosiologis   ini   mencari   alasan- alasan  
perbedaan dalam    hal    angka    kejahatan  di dalam lingkungan  sosial,  
yang menekankan  pada  perspektif  strain  dan Penyimpangan budaya.  
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah  dengan  
melihat pada  bagian-bagian  komponennya  dalam  usaha  mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan  satu  sama lain. Durkheim  
meyakini bahwa jika  sebuah  masyarakat  sederhana  berkembang 
menuju satu  masyarakat yang modern  dan  kota maka  kedekatan yang  
dibutuhkan  untuk melanjutkan  satu  set norma-norma  umum,  tindakan-
tindakan  dan harapan-harapan  orang  di satu  sektor mungkin  
bertentangan  dengan tindakan dan harapan orang lain. 
2) Robert K. Merton 
Menurut  Merton  di  dalam  suatu masyarakat  yang berorientasi  
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah  dibagikan secara 
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merata. Sangat  sedikit anggota kelas  bawah  mencapainya.  Struktur  
sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. 
Kejahatan   dapat   timbul   karena   adanya   dua   macam   faktor 
(B.Bosu : 1982), yaitu : 
a. Faktor pembawaan 
Yaitu  bahwa seorang  menjadi  penjahat karena pembawaan    
atau  bakat alamiah, maupun    karena kegemaran  atau  hobby. 
Kejahatan  karena pembawaan  itu timbul  sejak  anak  itu dilahirkan  ke  
dunia seperti keturunan/anak-anak yang berasal  dari  keturunan/orang 
tuanya  adalah penjahat minimal  akan  diwariskan  oleh perbuatan  orang  
tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan  fisik    
dan meningkatnya usia  ikut pula menentukan tingkat  kejahatan. Dalam  
teori  ilmu  pendidikan dikatakan  bahwa ketika seorang  anak  masih 
kanak-kanak, maka  pada  umumnya mereka  suka melakukan  kejahatan 
perkelahian atau  permusuhan  kecil-kecilan akibat perbuatan    
permainan seperti    kelereng/nekeran.  Ketika anak  menjadi akil  balik  
(kurang  lebih  umur 17  sampai  21 tahun),  maka  kejahatan yang 
dilakukannya adalah perbuatan  seks  seperti perzinahan,  dan 
pemerkosaan. Antara  umur  21  sampai  dengan  30  tahun,  biasanya 
mereka melakukan  kejahatan dibidang  ekonomi.  Sedangkan  antara 
umur 30 sampai 50 di mana  manusia telah memegang posisi  kehidupan  
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yang mantap,  maka  mereka  sering melakukan  kejahatan  penggelapan, 
penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. 
b. Faktor lingkungan 
Socrates  (B. Bosu, 1982:24)  mengatakan bahwa manusia  masih 
melakukan  kejahatan  karena pengetahuan tentang  kebajikan tidak nyata 
baginya. Socrates  menunjukkan  bahwa pendidikan  yang dilaksanakan  
di rumah maupun  di  sekolah  memegang peranan yang sangat penting 
untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah 
mengatakan apabila guru kencing  berdiri, maka murid pun akan kencing 
berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah 
merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara. 
 
3. Statistik Kejahatan dalam Kriminologi 
 Setelah menyimak barbagai ppengertian kriminologi yang di 
kemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana, walaupun bahasa-
bahasa yang digunakan sangat berbeda, tetapi semua pakar hukum 
tersebut sependapat dalam mengartikan kriminologi. Mengenai statistik 
kejahatan, A.S. Alam (2010: 24-26) menggolongkan statistik kejahatan 
tersebut menjadi dua, yaitu : 
a. Kejahatan tercatat (Recorded Crime) 
 Statistik kejahatan adalah angka – angka kejahatan yang terjadi di 
suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu pada 
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angka-angka kejahatan yang dilaporkan pada polisi ( crime known to 
police). Sebenarnya instansi – instansi penegak hukum lainnya seperti 
kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki 
statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling 
lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan 
kejahatan. Misalnya bila di kepolisian dilaporkan 20 kasus kejahatan, 
maka yang sampai di kejaksaan hanyalah tinggal separuhnya saja dan 
begitu seterusnya, sehingga yang betul – betul masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. “Tercecer”-nya perkara 
disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang 
tidak jujur, adanya pertimbangan – pertimbangan tertentu dan lain – 
lainnya.  
b. Kejahatan Terselubung (Hidden Crime) 
 Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketuhui oleh 
polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun 
kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih 
banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di 
masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut 
kejahatann tersembunyi (hidden crime). Sebenarnya tidak ada satu 
orangpun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di 
masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya. 
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 Adapun faktor – faktor  yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
terselubung (hidden crime)  dalam masyarakat, antara lain : 
1. Dari pihak pelaku : 
a. Pelaku melarikan diri; 
b. Pelaku lihai menghilangkan jejak; 
c. Adanya privilege (hak – hak istimewa) seperti misalnya 
memppunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, 
dan lain – lain. 
2. Dari pihak korban : 
a. Korban kejahatan kadang – kadang menganggap bahwa tidak 
begitu penting melaporkan kejadian itu; 
b. Korban kadang – kadang mempunyai hubungan baik dengan 
pelaku kejahatan; 
c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti 
dalam kasus pemerkosaan; 
d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu 
dianggap sangat mengganggu; 
e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan; 
f. Korban mungkin terlibat didalam kejahatan tersebut, misalnya 
dalam kasu perjudian; 
g. Korbsn tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada; 
h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi 
tidak akan mampumenangkap pelakunya. 
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3. Dari pihak kepolisian : 
a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena 
bukti – bukti yang sangat minim; 
b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata 
bukan merupakan tindak pidana; 
c. Petugas tidak jujur; 
d. Pihak kepolisian tidak profesional; 
e. Sarana yang tersedia kurang memadai. 
4. Dari pihak masyarakat : 
a. Masayarakat acuh tak acuh; 
b. Takut kepada pelaku kejahatan; 
c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan; 
d. Masyarakat beranggapan hanya membuang – buang waktu dengan 
melaporkan kejadian yang terjadi. 
 
B. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan 
secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari 
penganiayaan tersebut. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 
1989:48), penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-
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wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan 
bathiniah. 
Sementara itu, menurut R. Soesilo (1996:245) mengemukakan 
pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan 
adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa 
sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk 
kejahatan penganiayaan. 
Lebih lanjut beliau (1996:245)menjelaskan bahwa : 
Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke 
kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik 
matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya, mencubit, 
memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya 
mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan 
sebagainya. Sedangkan merusak kesehatan misalnya orang 
sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga 
orang itu masuk angin. 
 
Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai 
suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja 
untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. 
Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-
macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. 
Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum 
adalah memukul, menendang. 
Kualifikasi ancaman pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam 
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beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, 
penganiayaan berat dan penganiayaan direncanakan terlebih dahulu. 
Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, dahulu masih 
dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran 
sedangkan pada masa sekarang ini dipandang perbedaan kualitatif itu 
sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya 
perbedaan saja. 
Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai 
telah melakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau 
terganggu kesehatannya, yakni misalnya orang yang menampar muka 
orang lain. Dalam peristiwa seperti itu sudah tentu opzet atau 
kesengajaan dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. 
Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu 
kesimpulan bahwa dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga 
mempunyai opzet agar orang lain yang ia tampar itu merasa kesakitan. 
Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan 
itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus 
ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau 
menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya 
kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet 
pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. 
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Hal mana secara tegas telah dinyatakan oleh Hoge Raad, yang 
mengatakan sebagai berikut (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 
2010: 133-134 ) : 
            Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan 
yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan 
sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu 
penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini 
opzet pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan 
perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan 
kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan 
oleh seorang pegawai polisi. 
 
Contoh dari suatu penganiayaan di mana opzet dari pelaku telah 
ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain 
itu ialah misalnya perbuatan memukuli seorang pencuri yang tertangkap 
pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau 
memukuli seorang tersangka untuk memperolah suatu pengakuan. 
Sedangkan contoh dari suatu penganiayaan dimana opzet dari  
pelaku telah tidak ditujukan secara langsung untuk menimbulkan rasa 
sakit pada orang lain itu ialah misalnya perbuatan melemparkan batu pada 
sebuah mangga yang terdapat di pohon, yang di bawahnya terdapat 
banyak anak sedang bermain. Pada waktu tersebut jatuh kembali ke 
bawah ternyata telah mengenai kepala seorang anak yang menyebabkan 
anak tersebut mendapat luka-luka. 
Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP 
itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut  baru 
dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya 
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yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, 
yakni berupa rasa sakit  yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang 
telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat 
berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan 
tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut. 
Simons mengatakan bahwa (P.A.F. Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2010: 140 ) : 
            Berdasarkan pengertiannya yang paling tepat mengenai 
kata “penganiayaan” dan sesuai dengan maksud pembentuk 
undang-undang, suatu tindakan yang mendatangkan rasa 
sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain tidak 
dapat dipandang sebagai suatu penganiayaan, jika tindakan 
itu telah dilakukan dengan maksud untuk menyembuhkan 
kesehatan badan. Adanya suatu tujuan yang dapat 
dibenarkan untuk itu sendiri tidak meniadakan  sifatnya 
tindakan tersebut sebagai suatu penganiayaan. Akan tetapi, 
jika tindakan-tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu 
sifatnya adalah demikian ringan dan dapat memperoleh 
pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat memperoleh 
pembenarannya pada suatu tujuan yang dapat dibenarkan, 
maka tindakan-tindakan tersebut dapat dipandang bukan 
sebagai penganiayaan. 
 
Suatu permasalahan lain yang penulis anggap penting untuk 
mendapat penjelasan ialah masalah perbuatan meninju orang lain pada 
permainan tinju, membanting orang lain pada permainan judo atau 
menyepak orang pada permainan kempo dan pencak silat. Apakah 
perbuatan-perbuatan seperti itu tidak dapat diberi kualifikasi sebgai suatu 
penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP. 
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Menurut Hattum dan Bemmelen,  mengatakan bahwa perbuatan-
perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan 
tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum karena adanya izin yang menjadi korban. Sungguhpun 
demikian, izin tersebut hanya dapat membuat seseorang menjadi tidak 
dipidana, jika perbuatan yang ia lakukan itu tidak terlalu jauh bertentangan 
dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan 
orang dalam masing-masing cabang olah raga yang bersangkutan (P.A.F. 
Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 140-141). 
Simons mengatakan bahwa (P.A.F. Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2010: 141 ): 
            Yang dimaksud dengan merugikan kesehatan dalam Pasal 
351 KUHP ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau 
membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih 
berat. Dikatankannya lebih lanjut bahwa tidak ada alasan 
untuk tidak memasukkan perbuatan menyebabkan 
terganggunya keadaan psikis orang lain ke dalam 
pengertiannya. 
 
Perlu dijelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang 
lain itu sendiri bukanlah merupakan suatu penganaiayaan melainkan 
hanya disamakan dengan penganiayaan oleh undang-undang. 
Dari uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam 
tindak pidana penganiayaan harus ditujukan kepada orang lain, tidak 
terhadap hewan atau binatang dan harus ditujukan dengan sengaja 
sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka atau menyebakan kesehatan 
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seseoang rusak, dalam pengertian bahwa itu harus ditujukan pada 
badaniah (jasmaniah).  Jadi rasa sakit yang sifatnya rohaniah, misalnya 
rasa sakit karena putus cinta dan lain sebagainya tidak dapat 
dikategorikan sebagai penganiayaan. Selanjutnya bahwa perbuatan 
dimaksud di atas, harus merupakan suatu maksud dan tujuan dari pelaku 
terhadap diri korban. 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
Dalam doktrin / ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai unsur 
sebagai berikut : 
a. Adanya kesengajaan 
Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus 
diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, 
kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. 
Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana 
penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet alsa 
olmergk), maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana 
penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat 
berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang 




Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana 
penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, 
namun dalam hal – hal tertentu kesengaajaan dalam penganiayaan juga 
dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. 
Namun demikian, penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai 
kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut 
juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap 
akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan 
itu yaitu kesengajaan sebagai meksud, kesengajaan sebagai 
kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya 
dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu 
haruslah pada tujuan pelaku. 
b. Adanya perbuatan 
Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan 
dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas 
atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota 
tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. 
Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana 
penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam 
berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, 




c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni : 
1. Rasa sakit pada tubuh 
Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai 
terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak 
penderiataan. 
2. Luka pada tubuh 
Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan 
dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi 
berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. 
Perubahan rupa itumisalnya lecet – lecet pada kulit, putusnya jari tangan, 
bengkak – bengkak pada anggota tubuh, dan sebagainya. 
Unsur akibat – baik berupa rasa sakit atau luka – dengan unsur 
perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan 
bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat 
langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat 
dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan. 
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu – satunya 
Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana 
penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah 
merupakan tujuan satu – satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku 
menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan 
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(penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adaya penganiayaan 
harus dibutikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan 
dari pelaku. 
Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi 
tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain 
yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan. 
 
3. Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan berdasarkan KUHP 
Penganiayaan dapat digolongkan atas beberapa jenis yaitu : 
a. Penganiayaan biasa, (Pasal 351 KUHP). 
b. Penganiayaan ringan, (Pasal 352 KUHP). 
c. Penganiayaan dengan perencanaan, (Pasal 353 KUHP). 
d. Penganiayaan berat, (Pasal 354 KUHP). 
e. Penganiayaan berat dengan perencanan, (Pasal 355 KUHP). 
 
a. Penganiayaan Biasa 
Bentuk penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang  
berbunyi sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana   penjara paling lama 
lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana 
penjara   paling lama tujuh tahun. 
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(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak  
        kesehatan. 
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 
Memperhatikan rumusan di atas, maka penganiayaan disamakan 
merusak kesehatan orang dengan sengaja. Penganiayaan biasa yang 
menyebakan matinya seseorang (Pasal 351) ayat (3) KUHP, perlu 
diperjelas agar nampak perbedaan dengan Pasal 338 KUHP yaitu matinya 
seseorang dalam Pasal 351 KUHP adalah semata-mata karena akibat 
perbuatannya yang tidak dikehendaki oleh si pembuat. Sebaliknya 
menurut Pasal 338 KUHP, misalnya seseorang adalah merupakan 
keinginan atau tujuan yang di kehendaki oleh si pembuat, atau setidak-
tidaknya dibayangkan sebagai sesuatu yang harus terjadi atau 
dibayangkan sebagai hal yang mungkin terjadi (dolus eventualis).  
Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun 
kematian adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan 
yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. 
Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka 
penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang 
menimbulkan rasa sakit dan luka ringan ( Adami Chazawi, 2002: 17). 
Dalam penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), kesengajaan 
petindak tidak ditujukan/dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), 
sebab bila sudah dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam 
penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat 
sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 354 (1), atau berupa 
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penganiayaan yang dirumuskan Pasal 353 (2) bila dilakukan dengan 
rencana lebih dulu, atau Pasal 355 (1) bila penganiayaan berat itu 
direncanakan lebih dulu ( Adami Chazawi, 2002: 19). 
Penganiayaan biasa pada Pasal 351 ayat 4 adalah berupa 
penganiayaan yang kesengajaan petindaknya ditujukan pada akibat 
rusaknya kesehatan seseorang. Sengaja merusak kesehatan adalah 
berupa perluasan arti dari penganiayaan. Pandangan ini didasarkan pada 
perkataan disamakan dalam rumusan Pasal 351 ayat 4. Dari perkataan 
disamakan, mengandung arti bahwa pada dasarnya ada penganiayaan 
yang tidak sama artinya dengan sengaja merusak kesehatan, dan sudah 
barang tentu pengertian yang lain dari merusak kesehatan itu adalah 
pengertian sebagaimana yang sudah diterangkan di atas tadi. Agar 
sengaja merusak kesehatan yang pada dasarnya bukan berupa 
penganiayaan dapat masuk menjadi pengertian penganiayaan, maka 
perlu dicantumkan suatu rumusan dalam Undang-Undang ( Adami 
Chazawi, 2002: 20).       
b. Penganiayaan Ringan 
Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu 
oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1)  
dan ayat (2), yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : 
(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau 
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau 
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pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang 
yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang 
bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. 
(2)  Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat  
          dipidana. 
 
Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut 
sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus 
memenuhi beberap syarat sebagai berikut : 
1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan 
lebih dahulu. 
2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan : 
a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau   
terhadap anaknya sendiri, 
b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas 
jabatannya secara sah, 
c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk 
nyawa atau kesehatan manusia. 
3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang 
dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya. 
Dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 
ayat (1) KUHP tersebut di atas, yang artinya dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan jabatan itu dapat diketahui, bahwa penganiayaan 
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tersebut harus dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai jabatan, 
yakni seorang pejabat atau pegawai negeri. Penganiayaan tersebut 
dengan sendirinya harus dilakukan terhadap pegawai negeri itu pada 
waktu ia tidak sedang menajalankan tugas jabatannya secara sah, maka 
penganiayaan yang dilakukan itu tidak dapat disebut sebagai 
penganiayaan ringan melainkan sebagai penganiayaan dengan 
pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 356 ayat (2) KUHP. 
Tentang siapa yang harus dipandang sebagai pegawai negeri, 
Hoge Raad telah memutuskan sebagai berikut (P.A.F. Lamintang dan 
Theo Lamintang, 2010: 145-146) : 
           Pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh kekuasaan 
umum untuk menduduki suatu jabatan umum, yakni untuk 
melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau alat-alat 
perlengkapannya. Yang dimaksud dengan pegawai negeri 
itu bukan hanya mereka yang oleh undang-undang telah 
diberikan sebutan sebagai pegawai negeri. 
 
Terhadap penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian dan 
rusaknya kesehatan sudah dapat dipastikan  tidak dapat terjadi dalam 
penganiayaan ringan, terutama yang menimbulkan kematian. Rusaknya 
kesehatan mempunyai arti yang tidak berbeda dengan menimbulkan 
penyakit. Begitu juga dengan rusaknya kesehatan, dapat menghalangi 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Pada penganiayaan 
ringan ada faktor pemberat pidana (dapat ditambah sepertiga dari pidana 
yang diancamkan), yang digantungkan pada kualitas pribadi korban dalam 
hubungannya dengan petindak. 
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c. Penganiayaan yang Direncanakan 
Tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu itu oleh 
pembentuk undang-undang tekah diatur dalam Pasal 353 ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam 
dengan    pidana dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, 
maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka ia 
dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. 
  
Di dalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang istilah 
direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung 
pengertian yang harus memenuhui syarat-syarat, yakni (Adami Chazawi, 
2002: 27) : 
1. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu 
kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, 
(kebalikan dengan pengambilan keputusan secara tiba-
tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh 
tentang misalnya akibat baik atas diri orang lain maupun 
atas dirinya sendiri). 
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan 
untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan 
ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak 
tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan 
olehnya untuk berpikir-pikir/memikirkan, yakni antara lain 
: 
a. Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi 
keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu 
risiko/akibat yang disadarinya baik bagi dirinya 
maupun orang lain, ataukah ia tidak akan 
meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu; 
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b. Apabila ia sudah berketetapan hati untuk 
melaksanakan kehendak yang telah menjadi 
keputusannya, bagaimana dan dengan alat apa 
serta bilamanakah saat yang tepat 
melaksanakannya; 
c. Bagaiamana cara untuk menghilangkan jejak, dan 
lain sebagainya, yang segala hal/sesuatu yang 
dipikirkannya itu adalah segala sesuatu yang dapat 
diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya 
suasana yang tadi. 
3. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi 
keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) 
yang tenang. Maksudnya ketika melaksanakan 
perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai 
perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was/takut, 
tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. 
 
Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang telah 
diterangkan di atas, dari sudut batin (subyektif) tampak dengan jelas 
perbedaan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana. 
Pada penganaiayaan biasa, antara timbulnya kehendak/diambilnya 
keputusan untuk berbuat, dengan pelaksanaan perbuatan adalah 
merupakan suatu kesatuan. Akan tetapi pada penganaiayaan berencana, 
ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk 
berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak 
waktu (obyektif) maupun pemisahan suasan batin (subyektif). 
Simons memberikan penjelasan bahwa (P.A.F. Lamintang dan 
Theo Lamintang, 2010: 149)  : 
           Unsur direncanakan lebih dulu dianggap sebagai telah 
dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk 
melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam 
keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah 
memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan 
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tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya 
itu. 
 
Sedangkan Hoge Raad mengatakan bahwa, untuk dapat menerima 
tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu, disitu diperlukan suatu 
jangka waktu baik singkat maupun lama untuk membuat suatu rencana 
dengan tenang dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan 
tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan arti dari akibat-akibat dari 
perbuatannya dalam suatu keadaan yang memungkinkannya untuk 
memikirkan kembali rencananya (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 
2010: 150). 
Jika dua orang atau lebih telah merencanakan untuk melukai berat 
seorang korban. Dan kemudian sesuai dengan rencana, satu orang telah 
menggerakan korban untuk meninggalkan rumahnya dan menuju ke suatu 
tempat tertentu dan di tempat tersebut satu orang yang lain telah 
meringkus korban dan satu orang yang lain lagi telah memukuli korban 
dengan sebatang besi hingga korban mendapat luka-luka berat, maka 
timbul kini pertanyaan, yakni bagaimana pertanggungjawaban dari 
masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut menurut hukum 
pidana. 
Jawabannya ialah, semua peserta dalam tindak pidana 
penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dipersalahkan 
secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana penganiayaan 
dengan direncanakan lebih dulu yang menyebabkan orang lain mendapat 
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luka berat, yakni melanggar larangan dalam ketentuan-ketentuan pidana 
yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2). 
Hal mana adalah sesuai dengan yurisprudensi tetap yang 
mengatakan sebagai berikut (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 
2010: 150) : 
            Jika para peserta secara langsung telah bekerja sama 
melaksanakan rencana mereka, dan kerja itu adalah 
demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi soal 
tentang siapa di antara mereka yang kemudian telah 
menyelesaikan tindakan pidananya. 
 
Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan 
lebih dahulu, diancam, dengan pidana yang berat daripada penganiayaan 
biasa, karena penganiayaan yang direncanakan lebih dulu, si pembuat 
masih mempunyai waktu untuk memikirkan niatnya, apakah diteruskan 
atau tidak. Tetapi si pembuat menyusun suatu rencana untuk 
melaksanakan kehendaknya dan bagaimana cara melakukan, maka 
hukumannya lebih berat. 
d. Penganiayaan Berat 
Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa penganiayaan 
berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan syarat untuk dapat 
dikenakan Pasal ini pelakukanya harus melalukakan perbuatan untuk 
menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Apabila  luka berat itu 
timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat 
dikategorikan sebagaimana suatu penganiayaan berat. 
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Untuk memudahkan pengertian dan pembahasan dari Pasal 354 
KUHP tentang penganiayaan berat, maka ada baiknya terlebih dahulu 
disebutkan rumusan Pasal 354 KUHP sebagai berikut :  
(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah 




Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah 
diterangkan sebelumnya, dengan menghubungkannya pada rumusan 
penganiayaan berat di atas, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut: 
1) Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk); 
2) Perbuatan: melukai berat; 
3) Obyeknya: tubuh orang lain; 
4) Akhir: luka berat. 
Perbuatan melukai berat atau dapat juga disebut menjadikan luka 
berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. 
Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas. Apabila dihubungkan 
dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus 
ditujukan baik terhadap perbuatannya (misalnya menusuk dengan pisau), 
maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 
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Karena tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 
354 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil hingga tindak pidana 
tersebut baru dapat dianggap selesai dengan timbulnya akibat berupa 
terjadinya luka berat pada tubuh orang lain (P.A.F. Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2010: 163)  . 
           Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang tidak 
dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya 
perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat 
diketahui setelah perbuatan terwujud. Apabila terjadi kematian, 
maka akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau 
dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh 
karena itu, kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk 
terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi merupakan faktor 
memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama 
dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang 
menimbulkan kematian (Adami Chazawi, 2002: 33). 
             
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
suatu perbuatan dapat diklasifikasikan ke dalam penganiayaan berat 
menurut undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja 
menyebabkan atau mendatangkan luka berat, yang dimaksudkan adalah, 
merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi 
niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka berat 
harus dimaksudkan oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksudkan dan luka 
berat termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat ( Pasal 351 
ayat (2) KUHP). 
Pada ayat (2) dari Pasal 354 KUHP dirumuskan diatas, bahwa 
dipandang sebagai suatu hal yang memberatkan pidana yang dapat 
dikenakan terhadap si pelaku. Niat pelaku sama sekali tidak ditujukan 
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kepada matinya si korban, melainkan timbulnya luka berat pada si korban. 
Sekalipun perbuatan itu berakibat kematian, namun hanya sebagai akibat 
dari penganiayaan yang melampaui batas diluar kehendak pelaku. 
Niat pelaku untuk melakukan penganiayaan berat dapat dilihat dari 
alat yang digunakan. Alat sangat berpengaruh menentukan akibat yang 
terjadi. Jelaslah maksud si pelaku tergambar pada alat yang digunakan 
untuk melakukan delik. Suatu hal yang tidak mungkin, apabila pelaku 
bermaksud melakukan delik penganiayaan ringan dengan menggunakan 
barang tajam. 
e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan 
Yang dimaksud dengan tindak penganiayaan berat dengan 
direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur 
dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya adalah 
sebagai berikut : 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan 
direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang 
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. 
 
Dipandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat “ 
penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” maka dapat 
diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan 
berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa 
alasan/faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat. 
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Penganiayaan ini adalah bentuk khusus dari penganiayaan berat. Unsur 
berencana bukan merupakan syarat untuk dapatnya dipidana, melainkan 
syarat untuk diperberatnya pidana (Adami Chazawi, 2002: 35). 
Matinya orang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 355 ayat (2) 
KUHP itu juga merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada pelaku dari suatu tindak pidana penganiayaan 
berat dengan direncanakan lebih dulu (P.A.F. Lamintang dan Theo 
Lamintang, 2010: 176). 
Yang menjadi permasalahan kini adalah apakah orang masih dapat 
mengatakan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu penganiayaan 
berat dengan direncanakan lebih dulu terhadap korban, seandainya 
korban telah terkena oleh tembakannya, padahal rencana itu ialah untuk 
menembak pencuri segera setelah pencuri tersebut menampakkan diri di 
ambang pintu. 
Dalam hal ini, Hoge Raad dengan tegas telah mengatakan bahwa 
(P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 176). : 
             Adanya suatu perencanaan lebih dahulu itu tidak menjadi 
ditiadakan semata-mata karena pelaku telah tidak 
mempunyai maksud untuk menembak korban melainkan 
yang ia maksud ialah seorang pencuri yang tidak ia kenal, 
yakni segera setelah pencuri menampakan dirinya. 
 
C. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan 
Sebelum dilakukan pembahasan masalah pencegahan kriminalitas 
dan penyimpangan lain, maka ingin terlebih dahulu diajukan beberapa 
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alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada 
pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan. 
Adapun alasannya antara lain sebagai berikut (Ninik Widiyanti dan Yulius 
Waskita, 1987: 154): 
1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada 
tindakan represif atau koreksi. Usaha pencegahan tidak 
selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan 
birokratis, yang dapat menjerumuskan kearah 
birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan juga dapat 
dilakukan secara perorangan dan tidak selalu 
memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan 
rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai 
menjadi korban kriminalitas. 
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang 
negatif seperti antara lain : stigmatisasi (pemberian cap 
pada yang dihukum/dibinan), pengasingan, penderitaan 
dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, 
permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang 
dapat menjurus  kearah residivisme. 
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, 
kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab 
terhadap sesame anggota masyarakat. Dengan 
demikian usaha pencegahan dapat membantu orang 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat 
lebih baik lagi. Usaha pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha 
menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial 
seseorang. 
 
Setiap orang selalu berusaha untuk menunjukan alasan apakah 
yang dapat dipakai untuk membenarkan penghukuman oleh karena 
menghukum itu dilakukan terhadap manusia-manusia yang juga 
mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan bahkan mempunyai hak 
pembelaan dari negara itu yang juga menghukumnya. Oleh karena itu, 
muncullah berbagai teori dalam upaya menanggulangi kejahatan yaitu 
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teori penghukuman, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga 
golongan, yaitu (http//dasuki.blog.com diakses 26 oktober 2013):  
1.  Teori Absolut (teori pembalasan) 
Teori ini menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu 
konsekuensi daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan 
kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak 
bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang ternyata 
berlawanan dengan keadilan, harus menerima pembalasan. Apakah 
hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi 
pertimbangan, tapi hukuman harus dijatuhkan. 
2.  Teori Relatif (teori tujuan) 
Teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, 
melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang 
lain daripada penghukuman itu sendiri. Para pengajar teori relatif 
menunjukan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran hukum. Menurut teori ini hukuman mempunyai 
dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Dengan 
prevensi umum, orang akan menahan diri untuk tidak melakukan 
kejahatan. Dan dengan prevensi khusus, para penganjurnya menitik 
beratkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang 
telah dijatuhi hukuman, tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
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Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan 
mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan. 
3.  Teori Gabungan 
Menurut teori gabungan hukuman hendaknya didasarkan atas 
tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 
unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua 
unsur yang telah ada. 
Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat 
berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus 
mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung 
perbuatan kriminal. Ada beberapa upaya pencegahan kejahatan yaitu: 
1. Yang Bersifat Langsung 
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu 
kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, 
antara lain meliputi kegiatan (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 
156-158):  
a. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana 
fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan 
obyek dengan berbagai sarana pengamanan. 
b. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat 
kriminal dengan perbaikan lingkungan. Misalnya 
menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, 
jalan dan taman sehingga mudah diawasi. 
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c. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan 
struktru sosial yang mempengaruhi terjadinya 
kriminalitas. Misalnya perbaikan system ekonomi yang 
meratak pendapat setiap orang 
d. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat 
menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah 
hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan 
korban penipuan). 
 
2.   Yang Bersifat Tidak Langsung. 
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan 
kriminalitas yang antara lain meliputi:  
a. Penyuluhan kesadaran mengenai : tanggung jawab 
bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, 
kewaspadaan terhadap harta milik sendiri atau orang 
lain dan melapor pada yang berwajib atau orang lain bila 
ada dugaan akan terjadi suatu kriminalitas. 
b. Pembuatan perturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman 
hukuman. 
c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan 
seorang memenuhi keperluan fisik, mental dan 
sosialnya. 
 
3 Pencegahan Melalui Perbaikan Lingkungan (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain: 
a. Perbaikan sistem pengawasan. 
b. Perencanaan dan disain perkotaan. 
c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan 
kriminal. Misalnya, pemberian kesempatan mencari 
nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan 
hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan, 
mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan 
perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, dan 
pemikiran mencari jalan keluar. 
 
4. Pencegahan Melalui Perbaikan Perilaku (sebelum kriminalitas   
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut: 
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a. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan 
hukum. 
b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari 
perilaku kriminal. 
c. Patroli polisi untuk pencegahan. 
d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan 
kriminalitas. 
e. Pendidikan para calon korban kriminalitas mengenai 
usaha-usaha pencegahan. 
f. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan. 
 
Cara pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain mempunyai 
berbagai variasi kombinasi yang bersifat relatif, dapat berlaku secara 
umum atau secara khusus untuk suatu kelompok, seorang individu 
tertentu dalam masyarakat, kebudayaan dan pemerintah serta 
kebijaksanaannya mempengaruhi cara-cara pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain. 
Dalam usaha pencegahan kejahatan, kata pencegahan dapat 
berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus 
mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung 
perbuatan kriminal. Usaha pencegahan kejahatan bergantung pada dua 
aspek yaitu perbaikan lingkungan dan pendidikan. 
Para penegak hukum telah mencoba berbagai upaya dalam 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun 
hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama 
berbagai pihak termasuk peran serta masyarakat terutama orang tua 
untuk  untuk dapat memberikan pendidikan dan perhatian yang baik 
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kepada anaknya. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ini menunjukan 
keseriusan pemerintah dalam memerangi meningkatnya tindak pidana 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini terlihat dari beberapa 
ketentuan  atau peraturan yang dikeluarkan dan adanya upaya-upaya 
diluar hukum yang coba dikembangkan.  
Masalah kejahatan adalah suatu masalah manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab musabab hakikatnya 
kerap kali kurang di pahami, karena tidak melihat masalah-masalah 
menurut proporsi yang secara sebenarnya secara dimensional. 
Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas 
kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah 
relatif dan interaktif sebab-musababnya. Yang utama adalah mencegah 
tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan 
hidup seseorang secara legal dan wajar. Jalannya antara lain 
mengusahakan bersama, dengan penuh rasa tanggunga jawab terhadap 
sesama kita manusia, pengrataan kesempatan dan kemapuan untuk 
memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap 
anggota masyarakat. 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan 
pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif. Usaha 
pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu 
memerlukan keahlian seperti pada usaha represif atau rehabilitasi. Usaha 
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pencegahan juga tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti 
stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/binaan). Selain itu, usaha 
pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota 
masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi.  
 
D. Debt Collector 
1. Pengertian Debt Collector 
 Kualitas penjualan dapat dikatakan baik apabila penjualan tersebut 
dapat menghasilkan dana kembali dari penagihan. Penjualan yang tinggi 
tidak akan ada arti apa-apa apabila pada akhirnya tidak bisa dikumpulkan. 
Sehingga pada saat ini banyak perusahaan mulai menaruh perhatian 
besar  terhadap penerimaaan dan penagihan. Fungsi penjualan tidak 
dapat berdiri sendiri dengan hanya ingin mencapai target penjualan saja. 
 Perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara target penjualan 
dan collectibility dari client. Artinya perusahaan harus dapat menganalisa 
calon dan existing customer/klien.Ada customer yang mampu membayar 
tetapi tidak mau membayar (bad character). Pengelolaan piutang dan 
penagihan (collection) bila dilakukan secara profesional akan membantu 
 Lokakarya ini dirancang secara khusus untuk membekali Anda 
dengan konsep dan metode dalam menganalisa customer (analisa kredit), 
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pengelolaan piutang beserta sistem yang efektif dalam penagihannya 
sebagai bagian dari penataan arus kas di perusahaan perbankan 
(http://www.beproseminar.com diakses 20 Oktober 2013). 
 Istilah debt collector dalam dunia penagihan utang memang bukan 
suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini 
bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada sejak puluhan 
bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa debt 
collector merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa 
disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang 
nasabahnya. 
 Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan 
antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan 
tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud 
telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet 
(Masrudi Muchtar, 2013: 1). 
Di dalam dunia perbankan di Indonesia, untuk mengatasi dan 
menyelesaikan masalah kartu kredit macet, pihak bank dapat melakukan 
penyelesaian baik secara negosiasi maupun secara litigasi. Namun 
disamping kedua alternatif tersebut, bank-bank melakukan penagihan 
kartu kredit macet biasanya dengan menggunakan jasa “debt collector” 
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yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan 
itu. 
Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia 
no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 yang isinya berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit 
dan/atauFinancial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain 
di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti 
kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau 
pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer 
tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, 
dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai 
dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila 
kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial 
Acquirer itu sendiri. 
2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan 
penagihan transaksi Kartu Kredit, maka  
a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan 
apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk 
dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan 
kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di 
Indonesia, dan 
b. Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain 
tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara 
yang tidak melanggar hukum (Surat Edaran Bank Indonesia 
no.7/60/DASP tahun 2005). 
 
2. Debt Collector Ditinjau dari Berbagai Peraturan Perundang – 
Undangan di Indonesia 
Pada pembahasan mengenai Debt Collector Ditinjau dari Berbagai 
Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia ini, penulis sepenuhnya 
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merujuk pada buku karya Masrudi Muchtar “Debt Collector Dalam Optik 
Kebijakan hukum Pidana” (2013: 75-109). 
Hukum pidana Indonesia, sebagaimana hukum pidana Negara – 
Negara civil law system lainnya, merupakan hukum pidana yang 
berpangkal tolak dari peraturan perundang – undangan. Bahkan di 
Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang – 
undang bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam 
konstitusi. Undang – undang merupakan landasan hukum yang menjadi 
dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh 
pemerintah. ”Legal policy” yang dituangkan dalam undang – undang 
menjadi sebuah sarana rekayasa social, yang memuat kebijaksanaan 
yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat 
menerima nilai – nilai baru. 
Beccarai mengatakan, hanya undang – undanglah yang boleh 
menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi – 
sanksi apakah dan atas perbuatan – perbuatan mana pula dapat 
dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harusterjadi. 
“Every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by 
legislature”. Dalam konteks ini dapat dikatakan, ada tidaknya tindak 
pidana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan. 
Dalam perspektif kebijakan hukum pidana dalam arti kebijakan 
menggunakan / mengoperasionalisasikan / mengfungsionalisasi-kan 
hukum pidana, masalah sentralnya terletak pada masalah seberapa jauh 
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kewenangan / kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia. 
Mengatur perbuatan manusia antara lain berarti menentukan perbuatan 
apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Hukum pidana mengatur 
perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi 
apa yang sebaikya digunakan atau dikenkan kepada si pelnggar. 
Dalam konteks kebijakan perundang – undangan di Indonesia, 
aspek hukum Debt Collector yang melakukan tindak pidana kepada 
debitur di Indonesia dapat dilihat dari KUHP (Kitab Undang – Undang 
Hukum PIdana), Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 
Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 
a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) merupakan hukum 
pidana material yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, 
siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat 
dijatuhkan. Dengan perkataan lain KUHP sebagai hukum pidana material 
berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan – ketentuan 
umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana 
tersebut. 
Berkaitan dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh 
debt collector terhadap debitur di Indonesia, ditinjau dari ketentuan Kitab 
Undang – Undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dapat berupa : 
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1) Tindak pidana penganiayaan (mulai dari penganiayaan biasa, 
penganiayaan berat, dan penganiayaan yang menyebabkan 
matinya orang lain); 
2) Memperlakukan orang tidak menyenangkan; 
3) Pencurian dengan kekerasan; 
4) Pengancaman; 
5) Pengancaman di muka umum dilakukan bersama; 
6) Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang; 
dan 
7) Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian. 
Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector 
terhadap debitur tersebut, terhadap pelaku tindak pidana dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana 
diatur didalam ketentuan KUHP. 
b. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang– 
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang PERBANKAN 
Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang–
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbanjan merupakan perundang – 
undangan administrasi yang bersanksi pidana. Pengkategorian tindak 
pidana perbankan menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – 
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Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (1) 
tersebut adalah sebagai berikut : 
Tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, 
dan Pasal 50 A adalah kejahatan.  
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa perbuatan – 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal – Pasal tersebut dalam 
ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa 
terhadap perbuatan – perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman 
hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar 
sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga 
yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, 
sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya keparcayaan 
masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan bank 
maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan 
sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan 
yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang – undang ini.mengenai 
tindak pidana kejahatan yang dilakukan anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku 
ketentuan – ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat 
sifat ancaman pidana dimasksud berlaku umum. 
59 
 
Adapun ketentuan dari Pasal – Pasal yang digolongkan sebagai 
tindak pidana kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) di atas 
secara lengkap dikemukakan sebagai berikut : 
Pasal 46 ayat (1) : 
Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pemimpin Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam 
dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 5 (lima) dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang – 
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 
Pasal 46 ayat (2) : 
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan 
terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka 
penuntutan terhadap badan – badan dimaksud dilakukan 
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan 
perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam 
perbuatan itu atau terhadap kedua – duanya. 
Pasal 47 ayat (1) : 
Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan 
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, 
dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi 
untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40, diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 2 (dua) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang – 
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
Pasal 47 ayat (2) : 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi 
lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib 
dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara 
sekuarng – kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun 
serta denda sekurang – kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 




Pasal 48 ayat (1) : 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan 
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara 
sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama10 (sepuluh) 
tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah)dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
Pasal 49 ayat (1) : 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang 
dengan sengaja : 
a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank ; 
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau 
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan 
dalampembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank ; 
c. Mengubah,mengaburkan,menyembunyikan, menghapus, 
atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi 
atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja 
mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 
menyembunyikan, atau merusakcatatan pembukuan 
tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang – 
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 
Pasal 49 ayat (2) : 
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan 
sengaja : 
a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang 
atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau 
61 
 
berusaha mendapatkan bagi orang lain untuk memperoleh uang 
muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam 
rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat – surat 
wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban 
lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang 
lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas 
kreditnya pada bank ; 
b. Tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk 
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undan – 
undang ini dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang 
– kurangnya 3 (tuga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta 
denda sekurang – kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
 
Pasal 50 : 
Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah – 
langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap 
ketentuan dalam undang – undang ini dan peraturan perundang – 
undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana 
penjara sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 
(delapan) tahun serta denda sekurang – kurangnya Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
100.000.000.000,00 (seratus milliard rupiah). 
Pasal 50 A : 
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, 
Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah – langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 
undang – undang ini dan ketentuan perundang – undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang – 
kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahunserta 
denda sekurang – kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 
Adapun bentuk pelanggaran dalam Undang – undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2). 
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Pasal 51 ayat (2)  
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah 
pelanggaran”. Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) menyatakan 
bahwa : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) 
dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang – kurangnya 
1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang 
– kurangnya Rp Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Dalam Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidaka ada 
satupun paal yang menyatakan bahwa bank sebagai subjek hukum yang 
dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang – undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. Dengan tidak adnya pengakuan secara normatif atas 
eksistensi bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dalam lingkup 
kejahatan perbankan, menyebabkan seolah tidak ada kejahatan 
perbankan yang dilakukan oleh bank. 
Hal ini berimplikasi paada beban pertanggungjawaban pidana, 
karena walaupun undang – undang ini telah mengakui korporasi sebagai 
subjek tindak pidana, akan tetapi korporasi tidak dapat dituntut dan 
dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi 
ada pada pengurus korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46. 
Korporasi yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana 
berakibat pada tidak dapat dituntutnya dan dijatuhkannya sanksi pidana 
terhadap korporasi yang melakukan tindank pidana di bidang perbankan, 
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khususnya sanksi pidana berorientasi pada pemenuhan hak korban, 
misalnya ganti kerugian. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan 
mengingat yang bertindak selaku korporasi disini adalah bank. 
Berkaitan dengan norma hukum tindak pidana yang dilakukan oleh 
jasa penagih hutang terhadap nasabah, didalam Undang – undang No. 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan tidak ada norma hukum yang mengatur larangan bagi 
bank yang mengguanakan jasa pihak ketiga (dalam hal ini debt collector) 
untuk melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang mengalami 
kartu kredit macet. Tidak adanya norma hukum dalam undnag – undang 
ini yang mengatur larangan bagi bank yang menggunakan jasa debt 
collector  untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabahnya, maka 
implikasi hukumnya adalah tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi 
bank yang menggunakan jasa debt collector yang melakukan tindak 
pidana terhadap nasabahnya tersebut. 
Tidak adanya norma hukum yang mengatur tentang larangan bagi 
bank menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan 
hutang kepada nasabahnya, akan merugikan pihak nasabah dan dapat 
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 
menggunakan jasa debt collector tersebut. Hilangnya kepercayaan 
masyarakat terhadap bank  tentunya juga akan merugikan bank itu 
sendiri, mengingat tumbuh dan berkembangnya suatu bank tergantung 
pada kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. 
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c. Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
konsumen 
Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas 
atau kaidah – kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen 
dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa. 
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai pengertian 
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”. Sehubungan dengan rumusan Pasal 1 
ayat 1 tersebut, dapat diketahui bahwa konsep perlindungan konsumen 
merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen 
sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang 
dengan pelaku usaha. 
Berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang perbankan, 
kedudukan antara bank dengan nasabah adalah dimana bank sebagai 
pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. 
Pasal 1 ke – 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen memberikan rumusan pengertian kosumen sebagai “setiap 
orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku 
usaha berdasarkan Pasal 1 ke – 3 adalah “setiap orang perseorangan 
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi. 
Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di bidang 
perbankan merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu 
saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang 
sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada 
kepercayaan dari pihak masyarakat atau konsumennya. 
Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan 
Konsumen memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar 
tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling 
menguntungkan antara pelaku usaha ddengan konsumen. Oleh karena 
itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 
4 dan 5) dan pelaku usaha (Pasal 6 dan 7), yang rumusan lengkapnya 
sebagai berikut : 
Pasal 4 
Hak konsumen adalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan ; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelasm dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/ atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ 
atau jasa yang digunakan; 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, , perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengekta perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau 
penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak – hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang – 
undangan lainnya. 
Pasal 5 
Kewajiban konsumen adalah : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/ atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengkuti upaya penelesaikan hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
Pasal 6 
Hak pelaku usaha adalah : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau 
jasa yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau 
jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – 
undangan lainnya. 
Pasal 7 : 
Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ 
atau jasa yang berlaku. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau 
mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/ atau jasa yang diperdagangkan; 
g. Member kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila 
barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya jelas 
berpotensi mengakibatkan timbulnya korban dari pihak konsumen. Salah 
satu wujud pelanggaran hak – hak konsumen perbankan adalah dalam 
bentuk bank menggunakan jasa penagih hutang untuk melakukan 
penagihan hutang terhadap nasabahnya yang mengalami kredit macet 
dengan cara – cara yang melanggar hukum, seperti halnya pada kasus 
Muji Hardjo dengan bank UOB Buana dan kasus kematian nasabah akibat 
perbuatan jasa penagih hutang citybank. 
Pasal 4 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan 
Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau 
jasa. Disamping itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, 




Makna kata “meng-konsumsi”, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah (1) pemakaian barang – barang hasil industri (bahan, 
pakaian, makanan, dsb); (2) barang – barang yang langsung memenuhi 
keperluan hidup kita. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak – hak 
nasabah sebagaimana telah dijamin dalam undang – undang ini,  Penulis 
berpendapat bahwa nasabah yang menggunakan berbagai produk yang 
dikeluarkan oleh bank (seperti kartu kredit) berhak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan kartu kredit yang 
dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Ketika nasabah mengalami 
kartu kredit macet maka tentunya nasabah tersebut berhak untuk 
mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut (Pasal 4). 
Dalam perspektif Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha yang menggunakan 
jasa debt collector  untuk melakukan penagihan hutang dengan 
melakukan tindak pidana terhadap nasabah selaku konsumen yang 
mengalami kartu kredit macet, undang – undang ini belum mampu 
memberikan perlindungan hukum bagi nasabah tersebut dari tindak 
pidana yang dilakukan oleh debt collector utusan bank yang 
bersangkutan. 
Hal tersebut didasarkan pada ketidaklengkapan norma – norma 
hukum yang mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha, sebgaimana diatur pada Bab VI Undang – undang No. 
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8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan – perbuatan 
yang dilarang bagi pelaku usaha didalam undang – undang ini diatur 
dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 9 ayat (1), (2), (3), Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 
16, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4). 
Adapun ketentuan dari Pasal – Pasal yang digolongkan sebagai 
perbuatan – perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang ditentukan 
dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 9 ayat (1), (2), (3), Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2),  Pasal 14, Pasal 15, Pasal 
16, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) di atas secara 
lengkap dikemukakan sebagai berikut : 
Pasal 8 ayat (1) : 
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan 
barang dan/ atau jasa yang : 
a. Tidak memenuhi atau tiak sesuai dengan standar yag 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan; 
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut; 
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/ atau jasa tersebut; 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau pengguanaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa 
tersebut; 
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa 
tersebut; 
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
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h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat; 
j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang – undangan yang berlaku. 
Pasal 8 ayat (2) : 
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 
dan benar atas barang dimaksud. 
Pasal 8 ayat (3) : 
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara lenkap dan benar.  
Pasal 8 ayat (4) : 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
Pasal 9 ayat (1) : 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan, 
suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah – 
olah :  
a. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan 
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru; 
c. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau 
memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan 
tertentu, ciri – ciri kerja atau aksesori tertentu; 
d. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 
e. Barang dan/ atau jasa tersebut tersedia; 
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
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i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ 
atau jasa lain; 
j. Menggunakan kata – kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap; 
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
Pasal 9 ayat (2) : 
Barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
untuk diperdagangkan. 
Pasal 9 ayat (3) : 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang 
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/ atau 
jasa tersebut. 
Pasal 10 : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan mengenai : 
a. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa; 
b. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa; 
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu 
barang dan/ atau jasa; 
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. Bahaya pengguanaan barang dan/ atau jasa. 
Pasal 11 : 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral 
atau lelang, dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen dengan : 
a. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah – olah telah 
memenuhi standar mutu tertentu; 
b. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah – olah tidak 
mengandung cacat tersembunyi; 
c. Tidak berniat untuk menjual yang ditawarkan melainkan dengan 
maksud untuk menjual barang lain; 
d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah 
yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam 
jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; 




Pasal 12 : 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan 
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
Pasal 13 ayat (1) : 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara cuma – 
cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikan. 
Pasal 13 ayat (2) : 
Pelaku usaha dilarang menawakan, mempromosikan, atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 
kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang da/ atau jasa lain. 
Pasal 14 : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui 
cara undian, dilarang untuk : 
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 
dijanjikan; 
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 
dijanjikan. 
Pasal 15 : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang dilarang 
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 
menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. 
Pasal 16 : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui 
pesanandilarang untuk : 
a. Tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; 
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi. 
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Pasal 17 ayat (1) : 
Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan, dan harga barang dan/ atau tarif jasa serta ketepatan 
waktu penerimaan barang dan/ atau jasa; 
b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/ atau jasa; 
c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan/ atau jasa; 
d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/ 
atau jasa; 
e. Mengeksploitasi kejadian dan/ atau seseorang tanpa seizing yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 
f. Melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundang – 
undangan mengenai periklanan. 
Pasal 17 ayat (2) : 
Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang 
telah melanggar ketentuan pada ayat (1). 
Pasal 18  ayat (1) : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau 
perjanjian apabila : 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang diberi konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran; 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek 
jual beli jasa; 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/ atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
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h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran. 
Pasal 18 ayat (2) : 
Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. 
Pasal 18 ayat (3) : 
Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 
Pasal 18 ayat (4) : 
Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 
dengan undang – undang ini. 
Ketidaklengkapan norma – norma hukum yang mengatur mengenai  
perbuatan – perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut, juga 
akan berdampak pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 
ayat (1), (2), dan (3) Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Pasal 62 ayat (1) : 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan segaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Pasal 62 ayat (2) : 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) , Pasal 14, Pasal 16, dan 
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 




Pasal 62 ayat (3) : 
Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku. 
Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa bank 
sebagai pelaku usaha yang menggunakan jasa debt collector untuk 
melakukan penagihan hutang yang melakukan tindak pidana terhadap 
nasabah yang mengalami kartu kredit macet selaku konsumen, tidak 
dapat dikatakan sebagai pelaku tidak pidanaberdasarkan Undang – 
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping 
itu Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
juga tidak mangatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. 
d. PBI Nomor 11/11//2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
Berkaitan dengan penggunaan jasa debt collector di lembaga 
perbankan, Bank Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengatur 
dan mengawasi bank, mengeluarkan kebijakan yang dituangkan melalui 
PBI Nomor 11/11//2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan suatu produk hukum. 
Hal ini diakui dalam praktik peraturan perundang – undangan maupun 
hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – 




Pasal 8 ayat (1) Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, menyatakan bahwa 
jenis peraturan perundang – undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang – undang atau 
Pemerintah atas perintah undang – undang Dewan Perwakilan Rakyat 
Derah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / 
Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat. 
Sedangkan Pasal 7 ayat (1) sendiri menyebutkan jenis dan hierarki 
peraturan perundang – undangan adalah sebagai berikut : 
1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang – undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 
undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota; dan 
8. Peraturan Daerah. 
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Mengingat PBI tidak tercantum dalam hierarki peraturan 
perundang- undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang - 
undang No. 12 Tahun 2011, sementara itu ketentuan Pasal 8 ayat (2) 
Undang – undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan 
perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi 
atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka dapat dikatakan bahwa 
PBI diakui keberadaannya, sepanjang diperintahkan oleh aturan hukum 
yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan 
PBI dalam system aturan hukum ? 
Dalam Undang – undang No. 12 Tahun 2011 meskipun diatur dan 
diakui bentuk / jenis PBI, tetapi tidak menjelaskan atau mengatur materi 
muatan PBI. Pasal 1 ayat (3) Undang – undang No. 12 Tahun 2011 
menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang – undangan 
adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan 
sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang – 
undangan.  
Melalui pendekatan konseptual, Pasal 1 ayat (2) Undang – undang 
No. 11 Tahun 2012 peraturan perundang – undangan haruslah memenuhi 
empat unsur yaitu : pertama, peraturan tertulis; kedua, dibentuk oleh 




Berdasarkan analisis ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – undang 
No. 12 Tahun 2011, maka jelas PBI termasuk salah satu aturan hukum 
(bentuk). Akan tetapi ketentuan dalam Undang – undang No. 12 Tahun 
2011 tidak menjelaskan lebih jauh lagi terhadap materi apa yang dapat 
diatur dalam PBI.  
Sehubungan dengan pengguanaan jasa pihak lain (debt collector) 
dalam melakukan penagihan kartu kredit, Bank Indonesia sudah 
memberikan pengaturan hukum melalui PBI Nomor 11/11//2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 
Kartu. Dalam Pasal 17 ayat (5) disebutkan : “Penerbit kartu kredit wajib 
menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang 
dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak 
lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Surat Edaran 
Bank Indonesia”. 
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 11/10/DADP Perihal 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
mengatur penagihan dengan jasa pihak lain. Ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi yakni : 
1. Jika kualitas tagihan kartu kredit telah masuk kolektibilitas diragukan 
atau macet; 




3. Dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain untuk 
melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat 
klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat 
hukum yang timbul akibat dari kerja sama pihak lain. 
Dalam kaitannya dengan kolektibilitas, Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 7/60/DASP tertanggal 30 desember 2005 menetapkan 
kolektibilitas kredit industri kartu kredit terbagi dalam lima tahap. Yakni 
lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. 
Dengan rincian waktu sebagai berikut : 
1. Lancar, bila pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan pokok dan 
bunga. 
2. Dalam perhatian khusus (BPK), kalau menunggak cicilan pokok dan 
bunga sampai 90 hari. 
3. Kurang lancar, kalau tunggakan lebih 90 hari sampai 120 hari. 
4. Diragukan, bila menunggak lebih dari 120 hari sampai 180 hari. 
5. Macet, jika tunggakan diatas 180 hari (6 bulan). 
Berkaitan dengan jasa penagih hutang yang melakukan tindak 
pidana terhadap nasabah yang mengalami karti kredit macet, merujuk 
pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP bahwa penagihan 
melalui jasa penagih hutang seharusnya dilakukan dengan cara yang 
tidak melanggar hukum. 
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Tentang cara yang tidak melanggar hukum tersebut, tidak 
dirumuskan secra jelas tentang cara – cara yang bagaimana yang 
dikatakan sebagai cara yang tidak melanggar hukum tersebut. Hal ini 
tentunya menimbulkan kekaburan norma hukum sehubungan dengan cara 
yang tidak melanggar hukum tersebut yang termuat dalam Surat Edaran 
Bank Indonesia No. 11/10/DADP. 
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP juga 
disebutka bahwa : “Dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak 
lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus 
memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat 
hukum yang timbul akibat dari kerja sama”. Namun dalam praktik, seperti 
halnya pada kasus Muji Hardjo yang dianiaya oleh jasa penagih hutang 
Bank UOB Buana dan kasus kematian Irzen octa yang disebabkan oleh 
jasa penabih hutang dari city bank, bank dalam hal ini Bank UOB Buana 
dan City Bank tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul 











A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada instansi Kepolisian 
dan dan perusahaan yang memperkerjakan atau bekerja sama dengan 
Debt Collector. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan bahwa 
lokasi tersebut sangat sering terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan 
oleh debt collector sehingga mempermudah proses penelitian. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat 
kepolisian di Polrestabes Makassar, Polsek Panakukang Makassar dan 
Debt Collector dari berbagai perusahaan perbankan ataupun hutang 
piutang pribadi yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Sampel 
 Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
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C. Jenis Dan Sumber Data  
Sumber data adalah tempat dimana kita memperoleh data. 
Sementara jenis data adalah pembagian data berdasarkan perolehan data 
tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain berupa: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak – pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara Langsung, yakni pengumpulan data secara langsung 
kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan. 
2. Kuisioner, yakni pengumpulan data dengan memberikan daftar 




3. Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dikaji. 
 
E. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Yang 
Dilakukan Oleh Debt Collector Di Kota Makassar 
Debt collector yang akan penulis bahas disini ada dua, yang 
pertama yaitu debt collector yang bekerja atau dipekerjakan oleh instansi 
perbankan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi. Yang 
kedua adalah debt collector yang dipekerjakan oleh perseorangan, seperti 
hutang piutang pribadi dan lintah darat. Maraknya penggunaan jasa debt 
collector oleh bank, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan 
efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang bank. Sebab jika 
tidak, mustahil bank akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa 
penagih hutang, Bank tak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri 
yang khusus untuk mengamat-ngamati dan membujuk para debitur 
bermasalah membayar tunggakannya, selain karena tak cukup tenaga, 
juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank harus secara hati-
hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip 
fiduciari (hasil wawancara dengan Prayudha selaku Human Capital Bank 
Mandiri Wilayah X Makassar pada tanggal 7 Maret 2014). 
Sedangkan penggunaan debt collector oleh perseorangan biasanya 
digunakan setelah kreditur telah mencoba untuk menagih dengan cara 
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baik-baik kepada debitur secara langsung tapi tidak mendapatkan itikad 
baik dari debitur atau belum mampu melunasi hutangnya (hasil 
wawancara dengan Aco Karim selaku pimpinan PT. Terminal Utama pada 
tanggal 23 Desember 2013).  
Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus 
mengatur mengenai penagih utang atau debt collector di Indonesia. Debt 
collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh 
kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian 
kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai 
dengan pengaturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi:  
Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana 
seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, 
yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan 
suatu urusan. 
Dengan adanya pengerian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah 
menggariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa penagihan hutang 
baik perseorangan maupun perusahaan. Bank Indonesia pada dasarnya 
memperbolehkan adanya penggunaan jasa debt collector oleh bank 
dalam menagih hutang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan 
secara tegas mengenai penggunaan pihak ketiga dalam penagihan 
hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. 
Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tidak 
pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (debt 
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collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa 
pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia. 
Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan 
mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan 
hutang kartu kredit. 
Walaupun hal ini telah diatur sedemikian rupa di dalam 
KUHPerdata, PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan SEBI No. 11/10/DASP 
Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan 
Menggunakan Kartu akan tetapi saat ini masih banyak pula pihak bank 
yang masih kurang memperhatikan atau tidak menerapkan hal itu 
sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada debt 
collector  untuk melakukan segala macam upaya, baik itu melawan hukum 
untuk memastikan kreditur membayar hutangnya. Adapun jenis tindak 
pidana yang kerap dilakukan oleh debt collector baik itu dari instansi 
perbankan maupun perseorangan dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 1 
Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Kerap Dilakukan Oleh  
Debt Collector 
 
JENIS TINDAK PIDANA 2010 2011 2012 2013 
Pengancaman 5 3 7 5 
Perampasan 3 1 5 2 
Perbuatan tidak menyenangkan 1 1 3 - 
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Kekerasan 6 8 4 2 
Penganiayaan  1 - 1 - 
*hasil penelitian yang telah di olah  
Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis merumuskan ada 
empat (4) faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan melawan hukum, 
baik yang dilakukan oleh debt collector di Kota Makassar, yaitu: 
a. Kurangnya kesadaran debitur 
Watak (character) debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan 
bagi kreditur. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di Indonesia 
hingga saat ini masih belum memiliki kesadaran untuk membayar hutang 
yang dimilikinya. Terkadang manusia memiliki sifat mempertahankan 
barang yang sebenarnya bukan miliknya, sering kali seseorang terlena 
karena ia merasa sayang untuk mengeluarkan uang yang dimilikinya 
untuk membayar hutang (hasil wawancara dengan Aco Karim selaku 
pimpinan di PT. Terminal Utama pada tanggal 23 Desember 2013). Hal ini 
menunjukkan belum dimilikinya kesadaran masyarakat untuk membayar 
hutang sehingga para kreditur terpaksa menggunakan jasa debt collector 
atau pihak ketiga terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik ketika 
terkendala dalam pelunasan hutangnya. 
Menurut Abdurrahman, ada suatu asumsi yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin 
tinggi ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum dan sebaliknya, 
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semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin 
kurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum (Mulyana W. 
Kusumah, 1981: 43). Dalam instansi perbankan khususnya bank, adanya 
penunggakan hutang yang dilakukan oleh para nasabah sebenarnya 
memperlihatkan bahwa tidak adanya ketaatan hukum. Dalam perjanjian 
antara Bank pemberi pinjaman dengan Nasabah tentu terdapat 
pengaturan mengenai batas waktu pembayaran pinjaman. nasabah yang 
menunggak tentu telah melewati batas waktu yang diperjanjikan 
sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang berlaku bagaikan 
hukum diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak Bank akhirnya 
membutuhkan jasa debt collector untuk menagih tunggakaan hutang para 
pemilik kartu. 
b. Kurangnya Tanggung Jawab dan Pengawasan 
Faktor kedua yang menyebabkan maraknya tindak pidana yang 
dilakukan oleh debt collector adalah kurangnya tanggung jawab dan 
pengawasan oleh pihak yang menggunakan pihak ketiga  (debt collector) 
tersebut, baik instansi perbankan maupun perseorangan. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan pimpinan salah satu perusahan yang 
bergerak dibidang pengamanan dan penagihan hutang di Kota Makassar 
yaitu PT. Terminal Utama, biasanya jika ada job penagihan baik itu dari 
bank atau perseorangan, mereka sebelumnya membuat perjanjian yang 
berisikan berapa persen yang mereka dapat, berapa lama tenggat 
waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab atas tata cara penagihan 
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yang dilakukan (hasil wawancara dengan Aco Karim selaku pimpinan PT. 
Terminal Utama pada tanggal 23 Desember 2013).  
Dalam perjanjian tersebut, PT. Terminal Utama sering kali menjadi 
pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul 
dalam pemberian kuasa penagihan tersebut. Apabila kuasa ini diberikan 
oleh perseorangan hal ini mungkin wajar saja, akan tetapi instansi 
perbankan khususnya bank sering kali mengajukan klausula perjanjian 
kerja sama dengan pihak penagih yang didalamnya dinyatakan bahwa 
segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih padahal di Peraturan 
Bank Indonesia diatur bahwa segala permasalahan dalam penagihan 
harus menjadi tanggung jawab bank.  
Oleh karena pihak yang bertanggung jawab atas segala 
permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan tersebut 
adalah pihak ketiga (debt collector), hal ini mengakibatkan para kreditur, 
baik instansi perbankan maupun perseorangan kurang mengawasi tata 
cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector karena jika ada 
permasalahan yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab kreditur atau 
pemberi kuasa. 
Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap 
kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh orang lain diatur dalam Pasal 1367 KItab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 
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KUHPerdata berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Orang-orang 
tersebut dalam Pasal 1367 KUHPerdata hanya dapat 
dipertanggungjawabkan apabila orang-orang yang berada di bawah 
tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Si pelaku 
sendiri yang bertanggung jawab untuk perbuatannya, tetap berkewajiban 
untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia 
lakukan. Pasal 1367 KUHPerdata membedakan tiga (3) macam golongan 
orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu: 
1) Golongan orang tua dan wali 
2) Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain 
untuk mewakili urusan-urusan mereka 
3) Golongan guru sekolah dan kepala tukang. 
Majikan bertanggung jawab untuk kejadian yang terjadi karena 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. 
Demikian pula pemerintah bertanggung jawab terhadap perbuatan 
melawan hukum dari para pejabat. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat 
(3) KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut: 
“majikan-majikan dari mereka yang mengangkat orang-
orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah 
bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh 
pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam 






c. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan 
hutang oleh pihak ketiga 
Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya 
penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam menagih hutang, begitu 
pula dengan hutang piutang pribadi yang memungkinkan untuk 
memberikan kuasa kepada pihak ketiga atau debt collector untuk 
melakukan penagihan hutang. Akan tetapi tidak ada peraturan secara 
spesifik mengenai bagaimana seharusnya debt collector itu bertindak 
dalam hal penagihan hutang. Dalam PBI No. 11/11/PBI 2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
Pasal 16 Ayat (5) berbunyi bahwa, Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin 
bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh 
Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank 
Indonesia akan tetapi tidak ada pengaturan khusus mengenai bagaimana 
bentuk pengawasan bank terhadap pihak ketiga ini dan juga bagaimana 
tata cara penagihan hutang yang wajib diikuti oleh pihak ketiga ini. 
Hal ini tentunya mengakibatkan debt collector menggunakan segala 






d. Kurangnya pengetahuan hukum debt collector dan debitur 
Faktor yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan hukum debt 
collector dan debitur itu sendiri terhadap hukum yang berlaku. 
Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan oleh penulis kepada 
beberapa debt collector di Kota Makassar, sebagian besar debt collector 
tidak mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam 
menagih hutang itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2 
Pengetahuan Debt Collector Terhadap Perbuatan Yang  
Melanggar Hukum 
 
Jenis Perbuatan Tahu Tidak Tahu 










Mengancam 6 4 
Melakukan kekerasan 10 - 
Penganiayaan 10 - 
Mempermalukan 
debitur di depan umum 
- 10 
 Jumlah Responden 10 Orang 
*Sumber: hasil kuisioner yang telah diolah. 
93 
 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk jenis tindak pidana 
yang tergolong berat atau sering dilakukan oleh umum seperti 
mengancam,kekerasan, dan penganiayaan cenderung diketahui oleh para 
debt collector, akan tetapi untuk tindakan-tidakan lain seperti menggertak, 
menelpon berulang-ulang sehingga sehingga membuat aktifitas dari 
debitur terganggu, merampas/menyita barang secara paksa, 
mengintimidasi anak/keluarga, mempermalukan atau menggunakan kata-
kata kasar kepada seseorang dimuka umum hanya diketahuinya sebatas 
perbuatan yang kurang baik tetapi bukan merupakan tindak pidana. 
Ketidaktahuan debitur akan apa yang menjadi hak-haknya juga 
menjadi faktor yang cukup kuat dalam timbulnya tindak pidana ini. 
Sebagian debitur terima-terima saja ketika debt collector memberikan 
cacian, meneror lewat telpon atau datang langsung, menggertak, bahkan 
sampai menakut-nakuti anak kalau rumahnya akan disita karena merasa 
kalau dia memang punya hutang dan belum sanggup melunasinya. Akan 
tetapi sebenarnya debitur berhak untuk mendapatkan upaya penyelesaian 
sengketa secara patut, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4e, 
yang menyebutkan bahwa: 
"konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan  






B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Dan 
Menanggulangi Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh 
Debt Collector Di Kota Makassar 
Permasalahan  mengenai debt collector yang sangat lekat  dengan 
pelanggaran hukum  dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung 
jawab  penting  yang  diemban  oleh pihak  kepolisian. Pihak kepolisian 
sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia harus 
mengambil sebuah langkah tepat dalam mengatasi permasalahan 
masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari seperti 
ini. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana yang 
dilakukan oleh debt collector pihak  kepolisian dalam hal ini khususnya 
Polrestabes Makassar menempuh dengan tiga (3) cara yaitu secara pre-
emptif, preventif dan represif. 
a. Upaya Pre-Emptif 
Dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh 
debt collector , aparat kepolisian di Polrestabes Makassar dalam kurun 
waktu 2010-2013 telah mengadakan penyuluhan hukum kepada 
masyarakat dan instansi terkait sebanyak dua kali. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, 
organisasi mahasiswa dan lembaga perlindungan konsumen yang ada di 
Kota Makassar (hasil wawancara dengan AKBP Muh Endro selaku Kasat 
Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 17 Desember 2013). 
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Penyuluhan  Hukum  adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan 
peraturan hukum kepada masyarakat  dalam suasana informal sehingga 
tercipta  sikap dan perilaku  masyarakat  yang  berkesadaran hukum. 
Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat 
sekaligus diharapkan  dapat mematuhi  atau mentaati  hukum. Eksistensi  
penyuluhan sangat  diperlukan karena  saat  ini,  meski  sudah  banyak  
anggota masyarakat  yang sudah mengetahui  dan  memahami  apa  yang  
menjadi hak  dan  kewajibannya menurut  hukum,  namun  masih  ada  
yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 
Dari penyuluhan ini, Muh Endro berharap masyarakat  tidak  saja  
mengerti  akan  kewajiban-kewajibannya  dalam  kehidupan berbangsa  
dan bernegara  tetapi  juga diharapkan  mengerti hak-hak yang milikinya. 
Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan 
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat 
dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila 
dilaksanakan akan membantu  mensejahterakan hidupnya 
b. Upaya Preventif 
Upaya berikutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota 
Makassar adalah upaya preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk 
preventif dan preemtif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum 
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terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik 
pencegahannya. Preemtif mencegah dengan menghilangkan niat untuk 
melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 
Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian khususnya di Polrestabes Makassar adalah dengan 
menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar 
masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa 
berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara 
langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan 
konsumen (hasil wawancara dengan AKBP Muh Endro selaku Kasat 
Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 17 Desember 2013). 
Dalam setiap penyuluhan ataupun bila ada masyarakat yang 
datang langsung di Polrestabes Makassar, pihak kepolisian selalu 
memberi masukan atau tips-tips kepada masyarakat dalam menghadapi 
debt collector agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk 
melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat atau 
debitur. Adapun tips-tips yang biasanya diberikan antara lain: 
1) Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam 
kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin 
apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika 
dimungkinkan akan melakukan pelunasan. 
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2) Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak 
sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di 
rumah sendiri. 
3) Tanyakan identitas. Identitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat 
kuasa bagi eksternal. Ini sangat penting guna menghindari debt 
collector liar yang berkeliaran. Bila terpaksa harus melakukan 
pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara 
tertulis) mintalah kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila 
dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang. 
4) Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi 
apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan 
kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, janji lama 
tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset. 
5) Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat 
penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan 
STNK dan BPKB (bagi yang membeli Motor/Mobil secara cicilan 
melalui Finance) sedangkan Hubungan Konsumen dengan pihak 
Finance/Bank/Koperasi atau kreditur perseorangan adalah hutang-
piutang yang terikat dengan hukum perdata. 
6) Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan 
kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya 
merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana, maka datanglah ke 
kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana perampasan 
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kendaraan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 368 KUHP dan Pasal 
365 ayat (2), (3) dan (4) junto Pasal 335 KUHP. Karena yang berhak 
untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan, jadi apabila mau 
mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan 
eksekusi dari Pengadilan Negeri. 
7) Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk 
mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan 
tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan. 
8) Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu 
menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum 
kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen), KOMNAS PK-PU 
(Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha) terdekat atau 
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas 
Perdagangan setempat. 
 
c. Upaya Represif 
Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan 
menindaki segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian mulai dari 
tindak pidana ringan sampai yang berat seperti penganiayaan. Salah satu 
kasus penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector yang pernah 
terjadi di Kota Makassar adalah kasus penganiayaan hutang piutang 
perseorangan atas nama erik stefeen yang terjadi di jalan pengayoman 
kota Makassar.  
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Erik Stefeen warga Jalan Pengayoman Komples Mawar 
melaporkan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan dua oknum 
debt collector yang menagih dengan paksa. Erik yang melaporkan kasus 
ini di Polsekta Panakkukang setelah disekap mengaku memiliki utang 
sebesar Rp80 juta di Theresia, warga Kompleks Sudiang Permai sejak 
2010 lalu, namun pengembaliannya sudah lebih dari pinjaman pokok. 
Pada saat itu korban disekap dalam mobil Toyota Avanza warna hitam 
dimana mobil tersebut berisi lima orang yang dua diantaranya langsung 
mengambil alih mobil Kijang Innova miliknya di depan Toko Lavita Jalan 
Pengayoman. Selama perjalanan, Erik mengaku mendapat perlakukan 
tidak manusiawi. Dia dipukul dengan menggunakan gagang pistol dan 
double stik, bahkan dia mengaku mulutnya sempat dimasuki gulungan 
kertas. Selain dianiaya hingga mengalami luka memar dibagian kepala, 
ATM korban juga diambil paksa oleh oknum bayaran tersebut dan 
mengambil uang sebanyak lima (5) juta. Pada kasus tersebut aparat 
kepolisian menahan kelima orang debt colletor tersebut dan dua orang 
lainnya yang merupakan otak dan kreditur yang memberi kuasa debt 
collector tersebut (hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek 
Panakukang pada tanggal 2 Mei 2014). 
Diluar dari kasus tersebut, Kapolri sendiri sebenarnya telah 
memberikan perintah tembak di tempat jika polisi memergoki debt 
collector perusahaan leasing merampas sepeda motor di jalan karena 
perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencurian dengan 
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kekerasan (hasil wawancara dengan AKBP Muh Endro selaku Kasat 
Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 17 Desember 2013). 
Menurut Muh Endro, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah 
pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus 
membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri, jika tidak 




















Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh debt collector di Kota Makassar ada empat, antara lain 
kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan 
pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata 
cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan 
hukum debt collector dan debitur itu sendiri. 
2. Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector khususnya 
di Polrestabes Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya 
pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap 
masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara 
memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang 
bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan 
perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk 
mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya 
represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana 
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yang dilakukan oleh debt collector baik dari laporan korban maupun 
jika didapati sedang melakukan perampasan. 
 
B. saran 
Menarik dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga pada 
kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Karena tidak ada peraturan secara spesifik mengenai tata cara 
penagihan hutang oleh debt collector/pihak ketiga maka sebaiknya 
dalam perjanjian kredit atau hutang yang sah disepakati terlebih 
dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu 
nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan 
kedua belah pihak. 
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian 
mewajibkan para debt collector baik itu dari instansi perbankan 
ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu pada 
kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah 
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